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RENSTRA BADAN DIKLAT 2012 - 2017 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 

periode tahun 2012-2017sebagai dukumen perencanaan yang akan 

dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa bhakti 2012 – 

2017. Walaupun banyak capaian kinerja yang telah berhasil dilaksanakan, 

namun tidak menutup kemungkinan menyisakan kekurangan dan kelemahan 

seiring meningkatnya berbagai tuntutan dan harapan pemangku kepentingan 

yang senantiasa dinamis dan memerlukan penyempurnaan. 

 

Sebagai tindak lanjut hasil ReviewRencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, maka kewajiban 

perangkat daerah harus menyiapkandokumen perencanaan dalam kurun waktu 

lima tahunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana 

Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, berpedomanpada review RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif. Oleh sebab itu perlu disusun perencanaan yang bersifat menyeluruh 

dan komprehensif keberlanjutan dari rencana sebelumnya dalam dokumen 

review Rencana Stratejik (Renstra) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Badan Pendidikan dan Pelatihan  Provinsi Banten tahun 2012 – 2017. 

 
 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebagai salah satu SKPD 

yang memiliki tugas pokok dan fungsisebagai satuan kerja perangkat daerah 

pembentuk kapasitas aparatur yang profesiona meliputi pembinaan kualitas 

SDM Aparat Pemerintah, Pengembangan program pendidikan dan pelatihan 

serta peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan pendidikan dan pelatihan  lima tahun kedepan sangat terkait 
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dengan rumusan dalam rencana pemerintah provinsi yang telah ditetapkan 

diantaranya : 

 

1. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

2. Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2012 tentang tentang Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

3. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai bagian dari agenda Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten, dengan 

titik berat tujuan untuk “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera 

Berlandaskan Iman dan Taqwa”. 

4. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 

yang saat ini merupakan tahap akselerasi untuk Pemantapan Kualitas 

Sumber Daya Manusia.   

5. Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

6. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.; 

7. PP 23/2011  Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2010 Tentang Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. 

8. PERMENDAGRI  54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08 Tahun 2008; 

9. PERMENDAGRI 23/2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 

10. PERMENDAGRI 27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2014; 

11. PERMENDAGRI 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 
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Review Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012 – 2017 

merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk memberikan 

arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu 

2012 – 2017, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Badan Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditetapkan. 

Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraa kegiatan 

kediklatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat 

visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 

lima tahun kedepan.  i 

1.2 LANDASAN HUKUM 
 

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Badan Diklat 2012-2017 mengacu pada: 

1. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4010); 

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahunn1994 tentang Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan  dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diklat di lingkungan Depdagri dan Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun 

Diklat Teknis Substantif Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Teknis Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah Di Daerah dan Angka Kreditnya; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan,tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 

dan Angka Kreditnya; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran Nomor 14 Tahun 

2009 tentang Jabatan Widyaiswara dan Angka kreditnya; 

14. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala LAN Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; 

15. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala LAN Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; 

16. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon PNS Golongan III; 

17. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon PNS Golongan I dan II; 
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18. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; 

19. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; 

20. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III; 

21. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II; 

22. PeraturanDaerahProvinsiBantenNo.9Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 

PembangunanJangkaMenengah(RPJMD)ProvinsiBantenTahun 2012-2017; 

26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Provinsi Banten dengan Kebijakan 

Diklat Satu Pintu; 

27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pola Konstribusi dan Fasilitasi 

Badan Diklat Provinsi Banten. 

28. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Reviw Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten  Tahun 2012 – 

2017 merupakan Dokumen Perencanaan Strategi dengan maksud untuk 

memberikan arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan kegiatan dalam 

kurun waktu lima tahun, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan. 
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Dokumen ini bertujuan untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan 

kediklatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban, terutama 

memuat visi,misi,tujuan,sasaran dan strateji yang akan dicapai dalam periode 

lima tahun kedepan. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis Badan Diklat  Provinsi Banten tahun 2012 – 2017  

BAB I       PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN DIKLAT PROVINSI 

BANTEN 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Diklat Provinsi 

Banten 

2.2 Sumber Daya Badan Diklat Provinsi Banten 

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Diklat Provinsi Banten 

BAB IIIISU-ISU STRATEJIK BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Badan Diklat Provinsi Banten 

3.2  Telaahan Isu-isu Strategis Bandiklat 

3.3    Penentuan Isu Strategis 

 

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN 

4.1 Visi MisiBadan Diklat Provinsi Banten 

4.2 Tujuan dan SasaranBadan Diklat Provinsi Banten 

4.3 Strategi dan Kebijakan  Badan Diklat Provinsi Banten 
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BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

5.1  Rencana Program dan Kegiatan 

5.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

BAB VIINDIKATOR KINERJA 

BAB VII PENUTUP 
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GAMBARAN PELAYANAN 

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

 

Pada dasarnya keberadaan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 

Banten merupakan manifestasi dari keinginan untuk membawa organisasi dari 

kondisi nyata yang ada saat ini menuju kondisi yang diinginkan dimasa yang akan 

datang. Renstra yang disusun organisasi ini ingin membawa kondisi kediklatan di 

lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang ada saat ini menuju 

kondisikediklatan yang efektif, efisien, dan inovatif  dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu, salah satu keberhasilan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan 

terletak pada keberhasilannya mendeskripsikan kondisi-kondisi kediklatan yang 

ada saat ini dan juga oleh keberhasilan organisasi ini dalam memproyeksikan atau  

menetapkan  kondisi-kondisi kediklatan yang diharapkan di masa mendatang. 

 

2.1 TUGAS POKOK,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN 

DIKLAT PROVINSI BANTEN 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok  

dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 3Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Banten,kedudukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten 

sebagi unsur pendukung tugas Gubernur dibidang Pendidikan dan Pelatihan 

Aparatur, dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah . 

Terkait dengan hal tersebut, pada bab ini disajikan tentang peran (tugas dan 

fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta berbagai gambaran umum 

terkait kondisi kediklatan yang ada saat ini dan yang diharapkan dimasa yang 

akan datang dapat efektif, efisien dan inofatif menjaga komitmen mutu 

kediklatan. 

 

BAB 

2 
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2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dalam rangka penyelenggaraan tugastersebut, maka Badan Pendidikan 

dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. 

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Pendidikan dan 

Pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah; 

b. Penyusunan rencana dan kegiatan program sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

c. Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan program kegiatan 

dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

d. Penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan Pemerintah; 

e. Pelaksanaan koordinasi dalam menunjang penyusunan rencana dan 

program serta pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan 

pelatihan; 

f. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan manjemen pemerintahan, teknis fungsional dan 

kepemimpinan; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, kinerja, 

sarana dan prasarana serta rumah tangga; 

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 
 

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

Struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten 

terdiri atas : 

A. Kepala Badan 

B. Sekretaris 

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
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b. Kasubag Keuangan 

c. Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan 

C. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Diklat 

a. Kepala Sub BidangKajian Kebijakan Peningkatan SDM 

b. Kepala Sub BidangKajian Program &Kerjasama AntarLembaga 

D. Kepala Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan 

a. Kepala Subid Diklat Standarisasi Kualifikasi dan Kompetensi 

SDM 

b. Kepala Sub Bidang Standarisasi Manajemen dan Kelembagaan 

E. Kepala Bidang Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja 

a. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Penatausahaan Program 

b. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan 

Akuntabilitas Kinerja 

F. Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas 

Kepemimpinan 

a. Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan 

b. Kepala Sub Bidang Kapasitas Kepemimpinan 

G. Jabatan Fungsional 

  Terdiri atas 24 orang widyaiswara dengan beragam kompetensi. 
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Gambar 1.1 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN DIKLAT 

 PROVINSI BANTEN 

 

 

1.2.3 URAIAN TUGAS SATUAN ORGANISASI 

 Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tugas dan fungsi dari 

 masing-masing bagian organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi  

Banten. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 Tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Banten, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

A. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang mempunyai tugas Pokok membantu Gubernur dalam 
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melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

pendidikan dan pelatihan aparatur; 

2. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Badan mempunyai Fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan; 

b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; 

c. Perumusan Kebijakan teknis pengelolaan, perencanaan dan 

pengembangan pendidikan dan pelatihan; 

d. Pelaksanaan Pembinaan administrasi pendidikan dan pelatihan; 

e. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. 

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut ;  

a. Menyusun rencana strategis Badan mengacu kepada rencana 

strategis pemerintah daerah; 

b. Penyusunan rencana kerja Badan Diklat; 

c. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan; 

d. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis 

pendidikan dan pelatihan; 

e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi manajemen pendidikan 

dan pelatihan terhadap kabupaten/ kota; 

f. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; 

g. Menyusun sistem informasi pendidikan dan pelatihan; 

h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan simplikasi 

dalam pelaksanaan tugas; 

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya 

4. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahwakan: 

1) Sekretaris; 

2) Kepala Bidang Litbang Diklat; 

3) Kepala Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan; 

4) Kepala Bidang Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja; 
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5) Kepala Bidang Diklat Perjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan; 

6) Jabatan Fungsional. 

B. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan 

1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 577 ayat (4) huruf a, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, 

mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretaris mempunyai fungsi sebagi berikut:  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

b. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, 

pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan 

kepegawaian,keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan 

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan 

pelaporan; 

d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan 

standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan; 

g. Pelaksanaan pelayanan informasi publik. 

3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian  tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan; 
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b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan 

pelaporan; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi 

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, 

evaluasi dan pelaporan; 

e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, 

kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan 

program; 

g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan; 

h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan; 

i. Melaksanakan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi 

dalam pelaksanaan tugas; 

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) membahwakan: 

1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub-Bagian Keuangan; 

3) Sub-bagian Program Evaluasi dan Pelaporan. 

 

a. Sub – Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 578 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok  membantu 

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat 

menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, 

kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris 

barang dan aset Badan. 
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2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian; 

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan; 

c. Melaksanakan urusan rumahtangga Badan; 

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; 

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan; 

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset badan; 

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan 

kantor serta lingkungannya; 

h. Melaksanakan fungsi kehumasan; 

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi 

kepegawaian lingkup Badan; 

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya 

b. Sub – Bagian Keuangan 

1. Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

578 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 

dalam menyiapkan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, 

verifikasi dan perbendaharaan Badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bagian; 

b. Menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan dilingkungan Badan; 

c. Menyiapkan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran 

belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN; 

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka 

pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah 

ditetapkan; 

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
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f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran 

keuangan; 

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan 

penyetoran pajak-pajak; 

h. Menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja badan; 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

badan; 

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan 

lingkup badan; 

k. Melaksanakan laporan tugas dan fungsinya. 

c. Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan 

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 578 ayat (4) huruf c, mempunyai fungsi 

membantu sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan 

kegiatan, evaluasi dan pelaporan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut; 

a. Menyusun rencana kerja sub bagian; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Badan; 

c. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber 

APBD maupun APBN; 

d. Menyiapkan bahan program dan kegiatan Badan; 

e. Menyiapkan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan 

Badan; 

f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam 

program kegiatan; 

g. Melaksanakan fasilitasi program dan Kegiatan Badan dari 

Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

h. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan; 
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i. Melaksanakan monitorting pelaksanaan program dari kegiatan 

pada Badan Kepegawaian Daerah; 

j. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembinaan dan 

pengembangan; 

k. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN; 

l. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang 

bersumber dari dana APBD dan APBN ke kabupaten/kota; 

m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

C.   Bidang Litbang Diklat 

1. Kepala Bidang Litbang Diklat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 557 ayat (4) huruf b, mempunyai  tugas pokok membantu 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian 

dan pengembangan diklat. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana di maksud pada 

ayat (1), Bidang Litbang Diklat mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan 

dan pelatihan; 

b. Penyusunan rencana dan koordinasi program serta evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama dengan 

lembaga dan atau instansi terkait; 

d. Perumusan dan penetapan standarisasi penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan; 

e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan dan 

pelatihan; 

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Bidang Litbang Diklat mempunyai rincian  tugas 

sebagai berikut: 
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a. Menyusun rencana Bidang;  

b. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan 

Peningkatan kualitas SDM Aparatur; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kajian program dan kerja 

sama penyelenggaraan kediklatan; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan koordinasi 

pengembangan program kegiatan di bidang pendidikan dan 

pelatihan; 

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan program 

kediklatan; 

f. Menyiapkan bahan program penelitian, penilaian dan 

pengembangan kebijakan peningkatan kualitas SDM 

aparatur; 

g. Menyiapkan bahan instrumen evaluasi penyelenggaraan 

diklat; 

h. Menyiapkan bahan penyusunan penelitian dan 

pengembnangan kajian program dan kegiatan kediklatan; 

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.  

4. Bidang Litbang Diklat, sebagaimana dimaksud ayat (1) 

membawahkan; 

1. Kepala Sub– Bidang Kajian Kebijakan Peningkatan SDM; 

2. Kepala Sub–Bidang Kajian Program dan Kerjasama Antar 

Lembaga. 

 

1. Sub-Bidang Kajian Kebijakan Peningkatan SDM 

1. Kepala Sub-Bidang Kajian Kebijakan Peningkatan SDM 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 582 ayat (4) huruf a, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Litbang 

Diklat dalam  melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 
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penetapan kebijakan di bidang program dan kerjasama antar 

lembaga. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub-Bidang Kajian Kebijakan Peningkatan SDM 

mempunyai rincian tugas sebagi berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijkan 

pendidikan dan pelatihan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan instrumen  kajian kebijakan 

peningkatan sumberdaya manusia; 

d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kajian kebijakan 

pendidikan dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia; 

e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolah data hasil 

penelitian dan pengembangan kajian kebijakan pendidikan 

dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pembuatan sertifikat 

hasil diklat; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan ajar, menyusun silabi, 

kurikulum, modul, buku, soal-soal  dan menyimpan bank soal 

serta mendistribusikan soaldiklat; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan analisis kebutuhan 

diklat peningkatan sumberdaya manusia; 

i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, rapat koordinasi 

teknis, rapat koordinasi bidang, dengan unit dan atau satuan 

kerja perangkat daerah dan pusat yang  terkait dalam rangka 

standarisasi  diklat; 

j. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan journal, hasil 

penelitian, buletin, majalah, dan karya popular ilmiah 

pendidikan dan pelatihan; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan standarisasi 

instrument, alat bantu dan media pendidikan dan pelatihan; 
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l. Melaksanakan penyiapan bahan penyebarluasan hasil 

penelitian dan pengembangan kebijakan peningkatan 

sumberdaya manusia; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian mengenai 

metode, teknik, strategi pembelajaran, kurikulum silabi, 

modul, buku dan bahan ajar; 

n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

2. Sub- Bidang Kajian Program dan Kerjasama Antar Lembaga 

1. Kepala Sub- Bidang Kajian Program dan Kerjasama Antar 

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 582 ayat (4) hurup 

b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian 

dan Pengembangan Diklat dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang program dan kerja 

sama antar lembaga. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub-Bidang Kajian Program dan Kerja sama 

Antar Lembaga mempunyai tugas sebagai berikut; 

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian program 

kediklatan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana dan koordinasi  

pengembangan program kegiatan kediklatan; 

d. Melaksanakan penyiapan rencana penelitian, penilaian, 

pengembangan program kegiatan Manajemen dan 

Kelembagaan, Program Kinerja dan Kapasitas 

Kepemimpinan; 

e. Melaksanakan penyiapan laporan hasil penelitian dan 

pengembangan program kediklatan Manajemen dan 

Kelembagaan, Program dan Kinerja dan Kapasitas 

Kepemimpinan; 
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f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kerja sama 

antar lembaga; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dalam penelitian 

dan pengembangan program kediklatan; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan 

dalam penerapan hasil penelitian dan pengembangan program 

kediklatan; 

i. Melaksanakan penyiapan instrumen monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama antar lembaga; 

j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan program 

kerjasama antar lembaga; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan 

ketetapan standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; 

l. Melaksanakan penyiapan bahan MoU, LOI, Nota Kesepakatan 

kerjasama di bidang kediklatan; 

m. Melaksanakan penyiapan rumusan buku, bahan ajar, modul, 

jurnal, majalah kediklatan dan alat bantu serta media 

pembelajaran; 

n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya; 

D.  Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan 

1. Kepala Bidang Diklat Manajemen dan kelembagaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 577 ayat (4) huruf c, mempunyai  tugas pokok 

membantu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pendidikan dan pelatihan manajemen dan kelembagaan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan mempunyai fungsi  

sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pola 

penyelenggaraann Pendidikan dan Pelatihan; 
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b. Penyusunan metode, teknis dan pedoman penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan; 

c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan; 

d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan standarisasi kualifikasi dan kompetensi SDM; 

e. Penyusunana rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan standarisasi manajemen dan 

kelembagaan; 

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, 

kepala Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana bidang; 

b. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kerja atau 

kegiatan di Bidang Diklat Mananjemen dan Kelembagaan; 

c. Meyiapkan bahan perumusan kegiatan pembinaan dan pola 

penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kelembagaan; 

d. Menyiapkan bahan kajian, fasilitasi, dan sosialisasi Diklat 

Manajemen dan Kelembagaan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan  dan rencana kegiatan, koordinasi 

dan penyusunan pedoman Diklat Manajemen dan Kelembagaan; 

f. Menyiapkan penyelenggaraan Diklat Standarisasi Kualifikasi dan  

Kompotensi SDM dan Diklat Standarisasi Manajemen  dan 

pemberdayaan Lembaga; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas di Bidang Kediklatan Manajemen  dan 

Kelembagaan; 

h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

dalam pelaksanaan tugas; 

i. Menyusun  laporan sesuai tugas dan fungsinya; 
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4. Kepala Bidang Diklat manajemen dan kelembagaan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) membawahkan: 

1) Kepala Sub-Bidang Diklat Standarisasi Kualifikasi dan 

Kompetensi SDM; 

2) Kepala Sub-Bidang Diklat Standarisasi Manajemen dan 

Kelembagaan. 

 

1. Sub-Bidang Diklat Standarisasi Kualifikasi dan Kompetensi 

SDM 

1. Kepala Sub-Bidang Diklat Standarisasi Kualifikasi dan 

Kompetensi SDM sebagaimana dimaksuddalam pasal 585 ayat 

(4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 

Diklat manajemen  dan Kelembagaan  dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijkan dibidang 

pendidikan dan pelatihan standarisasi kualifikasi dan kompetensi 

SDM. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub-Bidang Diklat Standarisasi Kualifikasi dan 

Kompetensi SDM mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana  program pendidikan 

dan pelatihan standarisasi dan kualifikasi/kompetensi SDM 

aparatur; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis 

pendidikan dan pelatihan standarisasi kualifikasi/kompetensi 

SDM widyaiswara; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan kualifikasi, penetapan dan 

penataan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan 

standarisasi kualifikasi/kompetensi SDM aparatur; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kualifikasi 

peserta dan pendataan alumni pendidikan dan pelatihan 

standarisasi kualifikasi/kompetensi SDM aparatur; 
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f. Melaksakan penyiapan bahan dan penyusunan pelajaran dan 

alat instruksi pendidikan dan pelatihan stabdarisasi kualifikasi/ 

kompetensi SDM aparatur; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan koordinasi 

kegiatan pelayanan umum dan administrasi  dalam rangka 

kelancaran proses pendidikan dan pelatihan standarisasi 

kualifikasi/kompetensi SDM aparatur; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan standarisasi kualifikasi / kompetensi 

SDM aparatur; 

i. Melaksanakan kegiatan diklat standarisasi kualifikasi atau 

kompetensi SDM aparatur; 

j. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan laporan kegiatan 

diklat standarisasi kualifikasi/kompetensi SDM aparatur; 

k. Menyusun  laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

2. Sub-Bidang Diklat Standarisasi Manajemen dan Kelembagaan 

1. Kepala Sub-Bidang Standarisasi manajemen dan kelembagaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 585ayat (4) huruf b, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Diklat 

Manajemen dan Kelembagaandalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan dan penetapan kebijkan di bidang pendidikan 

standarisasi manajemen dan kelembagaan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub-Bidang Diklat standarisasi Manajemen dan 

Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program pendidikan 

dan pelatihan manajemen standarisasi  Manajemen  dan 

Pemberdayaan Lembaga; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis 

pendidikan dan pelatihan manajemen dan standarisasi 

Manajemen dan Pemberdayaan Lembaga; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinassi serta 

fasilitas dengan instansi terkait dalam rangka aplikasi kegiatan 

Diklat Manajemen Kelembagaan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan kualifikasi, penetapan dan 

penataan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan 

manajemen standarisasi Manajemen dan Pemberdayaan 

Lembaga; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan kualifikasi peserta dan 

penataan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan 

manajemen standarisasi Manajemen dan Pemberdayaan 

Lembaga; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksi 

pendidikan dan pelatihan manajemen  standarisasi Manajemen 

dan Pemberdayaan Lembaga; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan dan 

koordinasi kegiatan pelayanan umum dan administrasi dalam 

rangka kelancaran proses pendidikan dan pelatihan 

manajemen standarisasi Manajemen dan Pemberdayaan 

Lembaga; 

i. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan standarisasi  Manajemen  dan 

Pemberdayaan Lembaga; 

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

E.  Kepala Bidang Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja 

1. Kepala Bidang Penatausahaan Program dan Kinerja sebagaimna 

dimaksud dalam pasal 577 ayat (4) huruf d,  mempunyai tugas pokok 

membantu kepala Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan 
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penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan 

pelatihan piñata usahan program dan kinerja. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Diklat Penata Usahaan Program dan Kinerja mempunyai fungsi 

sebagi berikut; 

a. Penyusunan metoda, teknis dan pedoman penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan; 

b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; 

c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelengggaraan pendidikan 

dan pelatihan Teknis Penatausahaan Program; 

d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja; 

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut; 

a. Menyusun rencana kerja bidang 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja/kegiatan di Bidang 

Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja/Diklat teknis dan 

fungsional profesi; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pola penyelenggaraan Diklat 

Penatausahaan Program dan Kinerja; 

d. Menyiapkan bahan kajian, fasilitas, dan sosialisasi Diklat 

Penatausahaan Program dan Kinerja; 

e. Menyiapkan bahan kegiatan, koordinasi dan kegiatan koordinasi dan 

penyusunan pedoman Diklat Penatausahan Program dan Kinerja; 

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Diklat Standarisasi Kualifikasi 

dan Kompetensi SDM dan Diklat Standarisasi Penatausahaan 

Program dan Kinerja; 

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di Bidang 

Diklat dan Penatausahaan Program dan Kinerja; 
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h. Menyiapkan bahan kriteria calon peserta dan melaksanakan seleksi 

calon peserta diklat kinerja dan program; 

i. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dalam rangaka persiapan dan 

penyelenggaraan diklat kinerja dan program, kurikulum/ silabi/ modul 

dengan unit kerjadan satuan kerja terkait; 

j. Menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan diklat 

teknis dan fungsional profesi; 

k. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

dalam pelaksanaan tugas ; 

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya; 

4. Kepala Bidang Diklat Penatausahaan Program dan kinerja, sebagimana 

dimaksud ayat(1) membawahkan; 

1) Kepala Sub-Bidang Diklat Teknis Penatausahaan Program 

2) Kepala Sub-Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas 

Kinerja 

1. Sub-Bidang Diklat Teknis Penatausahaan Program 

1. Kepala Sub-Bidang Diklat Teknis peñatausahaan Program 

sebagaimana dimaksud dalam  pasal 588 ayat (4) huruf a,  

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Diklat 

Penatausahaan Program dan Kinerja dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijkan dibidang 

diklat teknis penatausahaan program. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub-Bidang Diklat Teknis Penatausahaan 

Program mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana Sub-Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana diklat 

teknis penata usahaan program; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan teknis penatausahaan 

program; 
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d. Melaksankan penyiapan bahan penyusunan kualifikasi 

penetapan dan penataan tenaga pengajar pendidikan dan 

pelatihan teknis penatausahaan program; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kualifikasi peserta 

dan pendataan alumni pendidikan dan pelatihan teknis 

penatausahaan program; 

f. Melaksanakan koordinasi kesiapan tenaga pengajar dengan 

instansi terkait; 

g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelajaran 

kurikulum silabi dan alat peraga pendidikan dan pelatihan 

teknis penatausahaan program; 

h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis penatausahaan 

program; 

i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

tknis penatausahaan program; 

j. Menyusun  laporan tugas dan fungsinya; 

2. Kepala Sub-Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas 

Kinerja 

1. Kepala Sub-Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas 

Kinerja sebagaimna dimaksud dalam pasal 588 ayat (4) huruf b, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Diklat 

Penatausahaan Program dan Kinerja dalam penyiapan bahan 

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan dan 

platihan teknis penylenggaraan akuntabilitas kerja. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub – Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan 

Akuntabilitas Kinerja mempunyai rincian  tugas sebgai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub – Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana program 

pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan akuntabilitas 

kinerja; 
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c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan kurikulum dan 

silabus pada pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan 

dan akuntabilitas kinerja; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan teknis 

penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja; 

e. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan jadwal pelajaran 

pendidikan dan pelatihan teknis  penyelenggaraan dan 

akuntabilitas kinerja; 

f. Menetapkan  penataan kualifikasi tenaga pengajar pendidikan 

dan pelatihan teknis penyelenggaraan dan akuntabilitas dan 

kinerja 

g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelajaran dan 

alat instrument diklat penyelenggaraan dan akuntabilitas 

kinerja 

h. Melaksanakan penyiapan kebutuhan sarana/alat Bantu dan 

prasarana pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan dan 

akuntabilitas kinerja; 

i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis 

penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja; 

j. Melaksanakan penyiapan bahan kualifikasi peserta dan 

pendataan alumni pendidikan dan pelatihan teknis 

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; 

k. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

F.   Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan KapabilitasKepemimpinan 

1. Kepala Bidang Diklat Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan 

Kapabilitas Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 577 (4) 

huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendidikan 

dan Pelatihan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
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kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan 

kapabilitas kepemimpinan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Diklat Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Kapabilitas 

Kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pola penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Kapabilitas 

Kepemimpinan; 

b. Penyusunan jadwal penyelenggaraan dan pedoman 

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan 

Kapabilitas Kepemimpinan; 

c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan; 

d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan; 

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang diklat Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan 

mempunyai rincian tugas sebagi berikut: 

a. Menyusun rencana kerja bidang; 

b. Merumuskan bahan penetapan program diklat penjenjangan dan 

kapabilitas kepemimpinan; 

c. Merumuskan dan menyusun jadwal pembelajaran serta pedoman 

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Penjenjangan dan 

Kapabilitas Kepemimpinan; 

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Diklat dan Dokumentasi; 

e. Merumuskan dan menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan 

koordinasi penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas 

Kepemimpinan; 

f. Menyiapkan bahan pendataan dan penataan tenaga pengajar, 

peserta, bahan pengajaran dan penyusunan instrument evaluasi serta 

pelaporan Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan; 
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g. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan 

Kapabilitas Kepemimpinan; 

h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

dalam pelaksanaan tugas; 

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya; 

4. Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan: 

1. Kepala Sub – Bidang Diklat Penjenjangan; 

2. Kepala Sub – Bidang Kapabilitas Kepemimpinan. 

 

1. Kepala Sub – Bidang Diklat Penjenjangan 

1. Kepala Sub – Bidang Diklat Penjenjangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 591 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas 

Kepemimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Penjenjangan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub – Bidang Diklat Penjenjangan mempunyi 

tugas sebagia berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub – Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program 

Diklat Penjenjangan (Diklat Prajabatan, Diklatpim Tk.IV, 

Diklatpim Tk.III dan Diklatpim Tk.II); 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman Diklat 

Penjenjangan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penataan 

tenaga pengajar Diklat Penjenjangan; 

e. Melaksanakan penyiapan daftar kualifikasi peserta dan 

pendataan alumni Diklat; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan ajar Diklat Penjenjangan; 
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g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang 

dikalt penjenjangan; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

2. Kepala Sub – Bidang Diklat Kapabilitas Kepemimpinan 

1. Kepala Sub – Bidang Kapabilitas Kepemimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 591 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan 

Kapabilitas Kepemimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan dan 

pelatihan kapabilitas kepemimpinan; 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub – Bidang Kapabilitas Kepemimpinan 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub – Bidang; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program 

kapabilitas kepemimpinan; 

c. Melaksanakan penyusunan desain kurikulum kapabilitas 

kepemimpinan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman 

kapabilitas kepemimpinan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penataan 

tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan kapasitas 

kepemimpinan;  

f. Melaksanakan penyiapan daftar kualifikasi peserta dan 

pendataan alumni pendidikan dan pelatihan kapasitas 

kepemimpinan;  

g. Melaksanakan penyiapan bahan ajar dan instrumen pendidikan 

dan pelatihan kapasitas kepemimpinan; 
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h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kapasitas 

kepemimpinan; 

i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 

j. Menyusun laporan sesuai tugas lain sesuai dan fungsinya. 

G.   Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

Kelompok Jabatan FungsionalWidyaiswara mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian TUPOKSI Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Provinsi Banten dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kediklatan pada unit 

diklat instansi pemerintah; 

b. Mendidik, mengajar dan melatih, serta memberikan kontribusi yang 

optimal dalam pemberdayaan pembangunan SDM Aparatur di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; 

c. Pengembangan dan pelaksanaan kediklatan; 

d. Pengembangan profesi, serta peran dalam lingkup kediklatan. 

 

2.2 SUMBER DAYA BADAN DIKLAT PROVINSI BANTEN 

2.2.1 Gambaran Umum Dan Komposisi Pegawai Badan Diklat    Provinsi 

Banten 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiBadan Diklat Provinsi Banten 

didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang 

dan kesekretariatan.Sebagai salah satu perangkat Kerja Pemerintah 

Provinsi Banten,Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten 

didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas 

dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda NO.3 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Banten. 
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Berdasarkan Komposisi dan Jumlah Personil Lingkup Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Provinsi Banten tahun 2012,tergambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Distribusi Pegawai Di Badan Diklat Banten Berdasarkan Jabatan 

No JABATAN 

DISTRIBUSI PEGAWAI 

JUMLAH 

Sekretariat 
Bidang 

Litbang 

Bidang 

MK 

Bidang 

PPK 

Bidang 

PKK 
Widyaiswara 

1 Struktural 4 3 3 3 3 - 16 

2 Fungsional - - - - - 24 24 

3 
Pelaksana 

PNS 
24 4 6 4 4 - 42 

4 
Tenaga 

Keamanan 
18 - - - - - 18 

5 Pramubakti 40 - - - - - 40 

6 Pengemudi 2 1 1 1 - - 5 

 JUMLAH 88 8 10 8 7 24 145 

Sumber:  Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum Badan Diklat, 2012 
 

 

Keseluruhan PNS yang memegang posisi selaku pejabat struktural, pejabat 

fungsional Widyaiswara dan staf, dapat dirinci menurut latar belakang tingkat 

pendidikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Distribusi PNS Badan Diklat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO 
STRATA 

PENDIDIKAN 

Distribusi PNS 
JUMLAH 

Sekretariat Bidang 

Litbang 

Bidang 

MK 

Bidang 

PPK 

Bidang 

PKK 
WI 

1 Strata 3 - - - - - 1 1 

2 Strata 2 2 2 2 3 2 16 27 

3 Strata 1 19 6 6 5 5 7 48 

4 Diploma IV - - - 1 - - 1 

5 Diploma III 5 - 1 - - - 6 

6 SLTA 3 1 1 1 1 - 7 

7 SLTP 1 - - - - - 1 

 JUMLAH 30 9 10 10 8 24 91 

Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum Badan Diklat, 2012 

 

 

2.2.2 Sarana Dan Prasarana 
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Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan diklat terdapat di kampus Badan Diklat Provinsi 

Banten jalan Raya Karang Tanjung Km.4 Pandeglang menempati lahan 

seluas hampir 200.000 meter persegi (+/-20 Ha) yang terdiri atas ruang 

kantor, ruang kelas, asrama peserta diklat,guest 

house,perpustakaan,masjid,area outbond, dan area olahraga. Dukungan 

sumber daya manusia pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten per Januari 2012, 

sebagaimana rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Sarana dan Prasarana 

NO NAMA BARANG JUMLAH 
KEADAAN 

BARANG 

1. Tanah 20.000 m 2 Baik 

2 Bangunan Gedung kantor Permanen 3 Baik 

3. Bangunan Guest house 10 Baik 

4 Bangunan Perpustakaan & Koprasi 1 Baik 

5 Bangunan Mesjid 1 Baik 

6 Micro Bus 1 Baik 

7 Mini Bus 11 Baik 

8 Sepeda Motor 11 Baik 

9 Sepeda Motor Roda 3 1 Baik 

10 Sepeda 3 Baik 

11 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 1 Baik 

12 Lampu  Skala Neraca Pakai Standar 1 Baik 

13 Mesin Tik Manual Standar 18 Baik 

14 Mesin Tik Elektronik 4 Baik 

15 Mesin Foto coopy 2 Baik 

16 Lemari Besi 35 Baik 

17 Rak Besi 1 Baik 

18 Filling Besi 30 Baik 

19 Band Kas 3 Baik 

20 Lemari Kaca 8 Baik 

21 Lemari Kayu 5 Baik 

22 Mesin Penghancur Kertas 10 Baik 

23 White Board 8 Baik 

24 Mesin Absensi 1 Baik 

25 Overhead Projektor 5 Baik 

26 Alat Kantor Lainnya 10 Baik 

27 Meja Kayu 55 Baik 

28 Rak kayu 4 Baik 

29 Kursi Kayu/Rotan 119 Baik 

30 Tempat Tidur 210 Baik 

31 Meja Rapat 7 Baik 

32 Meja Makan 100 Baik 
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33 Meja Podium 4 Baik 

34 Meja Reseption 1 Baik 

35 Meja Panjang 7 Baik 

36 Kursi Rapat 20 Baik 

37 Kursi Tamu 20 Baik 

38 Kursi Biasa 598 Baik 

39 Kursi Lipat 93 Baik 

40 Bantal 336 Baik 

41 Selimut Wol 252 Baik 

42 Seprei 252 Baik 

43 Meja Biro 51 Baik 

44 Sofa 2 Baik 

45 Lemari Pakaian 87 Baik 

46 Lemari Rias 56 Baik 

47 Moubiler Lainnya 62 Baik 

48 Jam Mekanis 46 Baik 

49 Mesin Potong Rumput 13 Baik 

51 Lemari Es 2 Baik 

52 Ac Unit 6 Baik 

36 Ac Split 46 Baik 

37 Kipas Angin 8 Baik 

38 Televisi 37 Baik 

39 Sound Sistem 1 Baik 

40 Wirelles 3 Baik 

41 Microphone 1 Baik 

42 Camera Film 1 Baik 

43 Dispenser 24 Baik 

44 Handy Cam 2 Baik 

45 Alat Rumah tangga Lainnnya 416 Baik 

46 Alat Pemadam portable 7 Baik 

47 P.C Unit 30 Baik 

48 Note Book 37 Baik 

49 Keyboard 1 Baik 

50 Printer 20 Baik 

51 Scanner 4 Baik 

52 Peralatan jaringan Lain 3 Baik 

53 Meja Kerja Pejabat  Esselon II 2 Baik 

54 Meja Kerja Pejabat Esselon III 8 Baik 

55 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 37 Baik 

56 Meja Kerja Pejabat Lain 10 Baik 

57 Meja Rapat Pejabat Esselon II 3 Baik 

58 Lemari Arsip 5 Baik 

59 Camera+attachment 6 Baik 

60 Proyektor+attachment 1 Baik 

61 Audio Amplifier 1 Baik 

62 Microphone Floor Stand 5 Baik 

63 Professional Sound System 1 Baik 

64 Unitemuptible Power Supply 1 Baik 

65 Audio Cassete Recorder 2 Baik 

66 Peralatan Studio Visual Lain-lain 185 Baik 

67 Layar Film 15 Baik 

68 Handy Talky 11 Baik 

69 Facsimile 1 Baik 
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70 Alat Volley 7 Baik 

71 Alat Tenis Meja 8 Baik 

72 Alat Sepak bola 3 Baik 

73 Alat badminton 4 Baik 

74 Alat Olah raga lainnya 167 Baik 

75 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Baik 

Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum Badan Diklat, 2012 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN DIKLAT PROVINSI BANTEN 

 

2.3.1 Potensi 

Potensi utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Diklat adalah 

di bidang pembinaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan 

melalui pendidikan dan pelatihan aparatur mengamanatkan bahwa 

Target Pelaksanaan  Diklat Meliputi Aparatur Pemerintah Provinsi 

Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkup Provinsi 

Banten. 

Berbagai langkah lanjutan atas hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai 

selama ini menjadi agenda kegiatan jangka menengah ke depan. 

Disamping itu, beberapa potensi dan peluang penyelenggaraan diklat 

aparatur dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Badan Diklat sebagai satuan kerja perangkat daerah Eselon II 

Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan kewenangan 

Gubernur Banten untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan melalui diklat dan sebagai lembaga 

pembina diklat  pemerintahan Kabupaten/Kota; 

2. Dukungan struktur organisasi, personil, sarana dan prasarana yang 

memadai dan terus dikembangkan; 

3. Kewenangan, keahlian dan pengalaman untuk mengembangkan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan memberi fasilitasi berbagai 

bentuk diklat bagi  aparatur di lingkungan SKPD Pemerintah 

Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

4. Berkembangnya koordinasi, kerjasama dengan lembaga diklat 

kabupaten/Kota se provinsi Banten melalui program fasilitasi diklat 
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kepemimpinan dan diklat prajabatan, diklat teknis dan fungsional 

dengan pembina diklat Kemendagri melalui program APBN, LAN-

RI melalui program pembinaan Widyaiswara, serta dengan LKPP-

RI melalui program sertifikasi tenaga ahli pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

2.3.2 Hasil yang Dicapai Badan Diklat dalam Tahun 2007 – 2012 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Diklat dibentuk untuk 

mengemban visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan program 

kerja. Motor penggerak jalannya organisasi Badan Diklat dilakukan oleh 

para aparatur mulai dari pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta 

staf dan pejabat fungsional yang menjadi esensi keberadaan Organisasi. 

Secara agregat, hasil-hasil kerja yang dicapai  masing-masing individu 

pegawai pada tingkat pelaksana akan memberikan kontribusi pada 

pencapaian target-target kinerja organisasi, sebagaimana tabel berikut 

ini: 

 

 
 

Tabel2.4 

Diklat Teknis/Fungsional 

 

No 

 

Nama Diklat 

Jumlah Alumni 

 
Anggaran 

(x.Rp. 1000) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa 26 25 25 - - -   458 271,30 

2 Diklat Teknis Pelaporan Kinerja dan 

Instansi pemerintah 

50 - - - - 30   421 743,70 

3 Diklat teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

90 50 50 30 - - 1 221 258,15 

4 Diklat teknis PPTK - 50 30 50 - 30    671 713,10 

5 Diklat Teknis TOC - 25 - - - -    181 227,05 

6 Diklat Teknis Bendahara - 60 - - - -    290 766,80 

7 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 

Daerah 

- 60 30 - - -      75 576,80 

8 Diklat Teknis Penyusunan laporan 

Keuangan Daerah 

- 60 30 30 30 -   689 630,60 

9 Diklat Teknis Penyusunan APBD - - 25 - - -   125 000,00 

10 Diklat Teknis Pengawasan 
Pemerintah Daerah 

- - 30 - 30 -   292 793,00 

11 Diklat Teknis Peningkatan 
Kemampuan Staf 

- - 60 60 - -    510 169,00 

12 Diklat Teknis Diversifikasi PAD - - - 30 - 30    382 362,00 

13 Diklat Teknis Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

- - - 30 - -    153 787,00 
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14 Diklat Teknis Pelayanan Prima - - - 30 - -    253 021,50 

15 Diklat Teknis Tata Naskah Dinas - - - 30 - -    129 599,60 

16 Diklat Teknis Pengembangan 

Kepemimpinan Motivasi, Prestasi 

- - - 30 - -    127 449,60 

17 Diklat Teknis Sistem Informasi 

Terapan 

- - - 30 - -    166 964,00 

18 Diklat Teknis Pengawasan 

Pembenihan dan Hortikultura 

- - - - 25 -    155 000,00 

19 Diklat Teknis Penyusunan Dokumen 

Kontrak dan Sengketa PBJ  

- - - - 30 -    152 000,00 

20 Diklat Teknis Pemungut Pajak dan 

Retribusi Daerah 

- - - - 25 30    476 100,00 

21 Diklat Teknis Penilaian Aset dan 

BMD 

- - - - 30 -    152 000,00 

22 Bintek PBJ - 250 150 80 100 100    807 430,00 

23 Diklat Teknis Petugas Pengendali dan 

Pengganggu Tanaman 

- - - - - 35    156 102,50 

24 Diklat Teknis Pemberdayaan 

masyarakat Kesetaraan Gender 

- - - - - 25    125 996,45 

25 Diklat Teknis Perpajakan - - - - - 30    162 170,00 

26 Diklat Teknis Penyusunan SOP - - - - - 30    163 490,00 

 JUMLAH  I : 166 580 430 395 300 340  8 501 622,85 

Sumber: Hasil Olahan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Diklat, 2012 
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Tabel 2.5 

Diklat Manajemen Kelembagaan 

 

No 

 

Nama Diklat 

Jumlah Alumni Anggaran 

(x.Rp. 1000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Diklat Manajemen 

Peningkatan Kapasitas 

Camat 

34 - 40 - - -    538 971,00 

2 Diklat Manajemen 

Quality Qontrol Bagi 

Kepala SMP 

120 - - - - -    523 340,00 

3 Diklat manajemen 

Pemerintah Desa 

80 80 - - - -     629 323,00   

4 Diklat Manajemen of 

Training 

- 40 - - 30 -    393 324,00 

5 Diklat manajmen 

Pengawasan Pendidikan 

Menengah PLB 

- 80 - - - -    298 700,00 

6 Diklat manajemen AKIP - 50 - - - -    161 140,00 

7 Diklat Manajemen 

Bencana/SATKORLAK 

- 50 - - - -    168 469,00 

8 Diklat manajemen 

Penyusunan SPM 

- - 30 - 30 -    361 543,50 

9 Diklat manajemen 

Penyidik PNS 

- - 30 20 - -    407 684,45 

10 Diklat Manajemen Calon 

Widyaiswara 

- - 25 - - -    235 000,00 

11 Diklat Manajemen 

Kewidyaiswaraan 

Pertama 

- - 25 - - -    235 000,00 

12 Diklat Manajemen 

Penyusunan Renstra 

- - 25 - - -    235 000,00 

13 Diklat Manajemen 

Puskesmas 

- - - 80 35 40    850 697,20 

14 Diklat manajemen Sekdes - - - 80 480 40    496 691,00 

15 Diklat Manajemen 

Pelayanan terpadu 

- - - 50 - -    270 115,00 

16 Diklat manajemen Aset 

Daerah 

- - - 50 - -    167 250,00 

17 Diklat manajemen 

Kewidyaiswaraan 

Substansi Pim.III 

- - - 30 - -    140 105,00 

18 Diklat Manajemen 

Kewidyaiswaraan 

Substansi Pim. IV 

- - - 30 - -    133 955,00 

19 Diklat Manajemen Legal 

Drafting 

- - - 50 - -    162 275,00 

20 Diklat Manajemen 

Pengembangan Daya 

Saing Daerah 

- - - - 40 -    226 601,50 

21 Diklat Manajemen AKD - - - - 25 -    104 135,00 
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22 Diklat Manajemen 

Kewidyaiswaraan Muda 

- - - - 25 -    168 315,00 

23 Diklat Manajemen Pasar 

Daerah 

- - - - - 25    206 981,00 

24 Diklat Manajemen 

Persampahan 

- - - - - 30    108 714,00 

25 Diklat Manajemen 

Kewidyaiswaraan Madya 

- - - - - 25    123 718,00 

26 Diklat manajemen Rumah 

Sakit Daerah 

- - - - - 27    210 587,00 

27 Diklat Manajemen 

Substansi lalu Lintas 

- - - - - 27    221 910,00 

28 Diklat Manajemen 

Kesekretaiatan DPRD 

- - - - - 40    128 315,00 

 JUMLAH II 234 300 175 390 665 249 7 907 859,95 

Sumber: Hasil Olahan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Diklat, 2012 

 

 

 

 
 

Tabel 2.6 

Diklat Penjenjangan 

 

No 

 

Nama Diklat 

Jumlah Alumni Anggaran 

(x.Rp. 1000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Diklat Kepemimpinan Tk. III 15 40 40 25 20 112 3 607 075,00 

2 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 30 40 40 65 65 320 4 096 703,25 

3 Diklat Pengembangan Jati 

Diri dan Pola Pikir 

23 - - - - -    157 467,50 

4 Diklat peningkatan kapasitas 
Kepemimpinan 

29 - - - - -    142 942,50 

5 Diklat Out Bound Manajerial 
Pol PP 

51 - - - - -    233 421,00 

6 Diklat Prajabatan Gol I/II 70 75 200 120 104 74 2 896 708,00 

7 Diklat Prajabatan Gol.III 115 106 134 27 204 214 4 019 202,45 

 JUMLAH III 333 261 414 237 393 720 14 762 631,2 

Sumber: Hasil Olahan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Diklat, 2012 
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ISU – ISU STRATEJIK BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI 
 

 

3.1.  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI BADAN DIKLAT PROVINSI BANTEN 

 

Potensi utama pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Diklat adalah di bidang 

Pembinaan Aparatur penyelenggara pembangunan dan pemerintahan melalui 

pendidikan dan pelatihan mengamanatkan bahwa target pelaksanaan  diklat 

meliputi seluruh aparatur khususnya Provinsi Banten dan 

Kabupaten/Kota diLingkup Provinsi Banten. 

 

Berbagai langkah lanjutan atas hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai selama 

ini menjadi agenda kegiatan jangka menengah ke depan. Disamping itu, 

beberapa isu-isu stratejik penyelenggaraan diklat aparatur menjadi 

pertimbangan dalam meyusun program/kegiatan kedepan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:  

1.  Ditetapkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektonik telah menyebabkan perubahan kegiatan 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 

mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, demikian 

pula dalam dunia pendidikan dan pelatihan. 

2. Keputusan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah 

beberapa kali dan terakhir dengan Kepres nomor 70 tahun 2012 tentang 

pengadaan barang/jasa pemerintah dan Instruksi Presiden nomor 17 tahun 

2011 telah mengamanatkan kepada Daerah untuk segera memulai 

sebagian pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem 

elektronik (SPSE) pada tahun 2012, hal ini menyebabkan perubahan 

paradigma metode pelaksanaan diklat yang konvensional untuk 

berorientasi penggunaan alat bantu pembelajaran sistem elektronik.  

BAB 

3 
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3.   Rekomendasi hasil Rapat koordinasi dengan lembaga diklat 

Kabupaten/Kota pada tahun-tahun sebelumnya meminta agar Badan 

Diklat Provinsi Banten dapat mengembangkan program diantaranya 

diklat berbasis lingkungan hidup, serta program diklat Manajemen 

Kepala Sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Kejuruan dan Sekolah Menengah Umum sebagai 

dukungan terhadap pelaksanaan program nasional terkait dengan 

pelaksanaan teknis Biaya Operasional Sekolah.  

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Banten yang telah 

memiliki Akreditasi B dari Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah - Republik Indonesia (LKPP-RI) mengemban misi pembangunan 

sumber daya manusia aparatur pemerintah provinsi maupun pemerintah 

Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Banten yang kredibel dalam 

penyelenggaraan diklat pengadaan barang/jasa. 

 

Diklat Pengadaan Barang/Jasa yang sudah berjalan dan biasa dilaksanakan 

adalah pengadaan barang/jasa secara manual yaitu peserta harus mengikuti 

sejumlah mata diklat tertentu di kelas selama 30 (tiga puluh) sampai dengan 

50 ( lima puluh) jam pelajaran yang kemudian dilanjutkan dengan ujian 

selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam,  sertifikat keahlian 

(imparsial). 

 

Salah satu modul dari sepuluh jumlah modul yang diajarkan pada diklat 

manual adalah Pengenalan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, hal 

ini tidak memberikan kepuasan kepada peserta diklat karena masih bersifat 

pengantar. Tentu akan lebih memberikan rasa percaya diri kepada para 

peserta dalam melaksanakan tugasnya di lapangan jika mata diklat ini 

dibekali dengan pelaksanaan praktikum.  Untuk maksud itulah pada tahun 

kedepan akan dibangun infrastruktur maupun suprastruktur diklat pengadaan 

barang/jasa secara elektronik serta meletakan dasar e-learning dan e-library. 
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Beberapa permasalahan jangka pendek yang sekaligus tantangan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Inefisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa manual cukup tinggi.  

2. Jumlah aparatur baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun 

Panitia/Pejabat Pengadaan yang telah memiliki sertifikat keahlian masih 

rendah. 

3. Skema sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang dikembangkan 

oleh LKPP tidak terhenti sampai dengan Tingkat Dasar, tetapi Tingkat 

Menengah dan Tingkat Lanjut. 

4. Pemangku Kepentingan Diklat pengadaan Barang/Jasa SPSE cukup luas, 

terdiri dari : 

¶ SKPD Pemerintah Provinsi Banten (Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan 

Pengadaan/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan). 

¶ SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota 

¶ Instansi Vertikal ( Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kanwil 

Hukum dan Ham, Kanwil Kementrian Agama) 

¶ Asosiasi Penyedia Barang/Jasa 

¶ Lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi 

 
 

3.2.  TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH 

 
Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 menggambarkan bagaimana wujud akhir 

yang diinginkan oleh Gubernur terpilih pada lima tahun mendatang (akhir 

periode perencanaan) dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, 

permasalahan,tantangan, peluang  dan budaya hidup yang ada di Banten, 

yaitu : 

“BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJATERA 

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. 
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4. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi Banten dalam  mendukung keberhasilan visi tersebut 

adalah Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah 

yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan 

Efisien.(Misi 5: 8 sasaran 12 indikator, yang  bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, dan 

akuntabel dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik . 

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam melaksanakan program 

dan kegiatan selama periode tahun 2012-2017 berdasarkan urusan 

pemerintahan yang meliputi 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 

(delapan) urusan Pilihan, dan Badan Diklat berada di Bidang Urusan Wajib 

Nomor 20 dan nomor 23, yaitu : 

1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 

2. Statistik. 

Tujuan misi kelima Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah 

yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan 

Efisiendengan Tujuan misi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik. 

Sasaran yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi Banten, yaitu : 

1. Meningkatnya pengawasan akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur 

yang berbasis kompetensi. 

2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi 

informasi. 

3. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik  yang dapat diakses 

dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan Masyarakat. 
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Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka pemerintah daerah 

merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumpunkan 

pada 25 (dua puluh lima) Urusan Wajib dan 8  (delapan)Urusan Pilihan. 

Selanjutnya program untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian serta urusan statistik yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD 

adalah : 

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; 

2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur; 

3. Penyediaan Data Pembangunan Daerah. 

Sedangkan Program yang khusus dilaksanakan oleh Badan Diklat adalah 

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. 

3.3.  PENENTUAN ISU STRAREGIS 
 

1.  Belum optimalnya mengemban peran sebagai Pembina Penyelenggaraan 

diklat bagi aparatur pemerintahan Kabupaten atau Kota yang sekaligus 

mengkoordinasikan lembaga diklat Kabupaten/ Kota; 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kediklatan yang dimiliki; 

3. Terbatasnya alat bantu latihan dan media pembelajaran yang 

dikembangkan secara khusus dan didayagunakan untuk mendukung 

proses pembelajaran yang berkualitas dan efektif; 

4. Belum optimal penerapan prosedur penyelenggaraan diklat sesuai konsep 

siklus diklat meliputi: analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan 

pengembangan disain diklat dan bahan belajar, pelaksanaan diklat dan 

evaluasi; 

5  Penyelenggaraan diklat masih berorientasi kepada penambahan wawasan 

dan pengetahuan, belum optimal untuk pembentukan dan peningkatan 

keterampilan teknis melalui diklat berbasis kompetensi (competency 

based training);dan 

6.  Belum optimal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas diklat.  
 

Isu strategis dalam pembangunan di Provinsi Banten yang berhubungan 
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dengan tugas pokok fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah : 

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai satuan kerja perangkat daerah 

Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan kewenangan Gubernur 

Banten untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah Kabupaten/Kota melalui pendidikan dan pelatihan; 

2. Dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dan terus 

dikembangkan termasuk pada pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa 

Sistem Elektronik (SPSE), Diklat berbasis Lingkungan Hidup, serta 

Diklat Manajemen Kepala Sekolah; 

3. Berdasarkan kewenangan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki Badan 

Diklat Banten untuk dapat mengembangkan program diklat unggulan, 

melaksanakan dan fasilitasi diklat, mengevaluasi dan memberi bimbingan 

dan arahan pelaksanaan berbagai bentuk diklat bagi  aparatur 

pemerintahan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya; 

4. Mengembangkan koordinasi, kerjasama dengan seluruh satuan perangkat 

kerja daerah pemerintah Provinsi Banten; 

5. Mengembangkan  hubungan kerja dengan lembaga-lembaga diklat 

Kementrian/LPND, lembaga profesional, lembaga pendidikan tinggi, 

pakar dan profesional untuk  mendukung  pelaksanaan tupoksi Badan 

Diklat Provinsi Banten. 

6. Mengembangkan hubungan kerja dinamis dan sinergi antara Badan 

Diklat Provinsi Banten dengan Badan Diklat Provinsi se Indonesia, serta 

lembaga diklat pemerintah Kabupaten/Kota melalui program rapat 

koordinasi dan pelaksanaan diklat dengan DPA APBD di 

Kabupaten/Kota. 

7. Mendorong Kesadaran aparatur dan komitmen pimpinan satuan kerja 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan 

pemerintahan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja aparatur dan 

kinerja organisasi melalui diklat; 

8. Ketentuan berbagai peraturan perundangan yang mendorong dan 

mewajibkan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat politik, PNS dan 
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fungsionaris masyarakat; 

9. Adanya kebutuhan diklat para aparatur di lingkungan satuan kerja 

perangkat daerah dan pemerintahan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas; 

10. Diklat sebagai instrumen untuk pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah guna akselarasi pencapaian tujuan otonomi daerah; 

11. Berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan 

komunikasi yang dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan 

kediklatan dan pembelajaran; 

12. Tersedianya lembaga-lembaga profesional, sumber daya pakar dan tenaga 

profesional serta sumber belajar lain untuk mendukung penyelenggaraan 

diklat yang berkualitas. 

13. Peningkatan komptensi tenaga Widyaiswara harus terus dipacu dengan 

memberikan  pembekalan berbagai ToT, agar dapat memberikan 

konstribusi maksimal dalam pembelajaran dan pelatihan peserta diklat. 

14. Penyediaan sarana dan prasarana yang up to date menjadi kebutuhan bagi 

pnyelenggaraan diklat yang kompetitif; 

15. Pembangunan gedung perkantoran, asrama, ruang belajar, ruang makan 

dan sarana prasarana olahraga dan kantin serta kelengkapannya dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat. 

16. Tuntutan pelaksanaan Diklat Aparatur yang semakin baik mensyaratkan 

pelayanan dan aparatur Badiklat yang lebih professional, maka perlu 

meningkatkan profesionalisme kediklatan bagi segenap jajaran personil 

dilembaga diklat diantaranya Toc dan MoT bagi penyelenggara Diklat 

merupakan hal yang harus diikuti. 

17. Pengembangan Assesment Centre bagi Aparatur. 

18. Perencanaan pembuatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga 

Sertifikasi Pemerintah Daerah (LSP) dalam rangka peningkatan 

kompetensi aparatur). 

19. Mendorong Badan Diklat menjadi Centre Of Excelent (Pusat unggulan) 

di Provinsi. 

20. Penyediaan sarana ruangan Micro Teaching. 
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN 

 

4.1 Visi 

VisiBadan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dalam menghadapi 

tuntutan masa depan lingkup internal ataupun eksternal dirumuskan sebagai 

berikut:  

“Terwujudnya Badan Pendidikan dan Pelatihan yang Terpercaya dan 

Berdaya Saing“  

Visi tersebut mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk menjadikanBadan 

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebagai lembaga diklat yang 

terpercaya dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi 

Banten dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Banten melalui pendidikan dan 

pelatihan, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen pelopor, 

penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik dalam penyelenggaraan  

pendidikan dan pelatihan sebagai bagian integral dari manajemen sumber daya 

manusia. Kata kunci dari Visi Badan Diklat tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Badan Diklat yang Terpercaya, merupakan tujuan yang akan dicapai 

melalui penyediaan tenaga pendiklatan dalam jumlah yang cukup dan 

kompetensi yang bervariasi untuk melaksanakan tugas pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan (dikjartih) dibidang pemerintahan dan 

pembangunan. Tenaga Pendiklatan terdiri dari Widyaiswara, Pengelola 

Diklat serta Penyelenggara Diklat. 

Sebagai proses yang mengubah input menjadi output, tentu Badan Diklat 

Provinsi Banten harus memilik tenaga pendiklatan yang kredibel terdiri dari 

sejumlah Widyaiswara yang kompeten pada mata diklat yang diampunya. 

Pengakuan kompetensi tersebut ditandai dengan Widyaiswara bersertifikat 

ToT (Training of Trainer), unsur Pengelola Diklat yang terdiri para pejabat 

BAB 

 4 
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struktural mulai pejabat eselon II, III, serta IV yang bersertifikat MoT ( 

Management of Training), serta unsur Penyelenggara Diklat baik diklat 

regular maupun diklat unggulan yang telah bersertifikat TOC (Training 

Officer Course). Kelengkapan sarana prasarana berikut alat bantu pelatihan 

yang memadai dengan dukungan areal kampus seluas hampir 200. 000 

meter persegi ( +/- 20 Ha). 

2. Berdaya Saing, mencakup seluruh pegawai Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi Banten yang kredibel melaksanakan penyelenggaraan 

dikjartih baik ditugaskan dan bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi 

Banten, penugasan di Kementrian/Lembaga Negara maupun fasilitasi 

penyelenggaraan dikjartih untuk pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

4.2 Misi 

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Diklat Provinsi Bantenmempunyai 

misi yang selaras dengan  5 (lima) misi daerah yang telah dirumuskan dalam 

RPJMD Banten Tahun 2012 – 2017 , yaitu pada misi kelima (5) Peningkatan 

Mutu Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efisien melalui pendidikan, pengajaran 

dan pelatihan sumber daya aparatur sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitasKelembagaan dan 

sumber daya aparaturpengelola kediklatan; 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat; 

3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber 

Daya Aparatur; 

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama,ketersediaan data dan informasi 

pembangunan , serta mengembangkan program diklat Unggulan; 

4.3 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan pelaksanaan kegiatan pada organisasi 

Badan Diklat Provinsi Bantenmerupakan penjabaran misi yang telah 

ditetapkan,. Rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel. 4.1 

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas kelembagaan dan sumber daya Aparatur 

pengelola kediklatan 

Meningkatkan 

kapasitas. Kapabilits 

dan kredibilitas 

kelembagaan dan 

sumber daya manusia 

tenaga kediklatan 

Meningkatnya kapasitas. 

Kapabilitas  dan 

kredibilitas kelembagaan 

dan sumber daya 

manusia tenaga 

kediklatan  melalui : 

1. Ketersediaan  dokumen 

perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan 

2. Ketersediaan dokumen 

Penatausahaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi Laporan 

Keuangan 

3. Terbinanya peningkatan 

peayanan, tatausaha dan 

administrasi 

Kepegawaian 

1.  Perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan. yang 

sesuai dengan peratuan 

yang berlaku 

2.Pengelolaan 

Penatausahaan 

Keuangan yang sesuai 

dengan Peraturan yang 

berlaku 

3. Peningkatan Kapasitas 

Aparatur sumber daya 

manusia tenaga 

kediklatan 

Peningkatan 

kompetensi aparatur 

dalam rangka 

percepatan reformasi 

birokrasi 

Misi 2 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat 

Peningkatan kuantitas 

dan kualitas sarana dan 

prasarana diklat 

Ketersediaan Sarana dan 

prasaranakerja aparatur 

diklat 

 

1. Penyediaan Barang 

dan Jasa Perkantoran 

2. Pengadaan Sarana 

dan Prasarana Kantor 

3. Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Kantor 
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Misi 3 : Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

Meningkatkan 

Penyelenggaraan 

Diklat Aparatur 

Tersedianya dan 

terlatihnya Aparatur 

Kab/Kota, Provinsi 

Banten dan  luar 

Provinsi Banten 

Terselenggaranya : 

1. Diklat Prajabatan 

Bagi Calon PNS 

dilingkungan Provinsi 

Banten  

2. Diklat Struktural Bagi 

PNS Daerah 

dilingkungan Provinsi 

Banten . 

3. Diklat Teknis  

4. Diklat Fungsional  

5. Diklat Manajemen 

Pemerintahan 

Optimalisasi 

Pelaksanaan 

Analisis Kebutuhan 

diklai dan bintek  

Misi 4 : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan, data dan Informasi Pemngunan/ 

kediklatan serta pengembangan program diklat Unggulan 

Meningkatkan 

koordinasi dan 

kerjasama kediklatan 

dengan pemerintah 

pusat, lembaga swasta 

dan lembaga lainnya di 

dalam negeri  dengan 

penyediaan data untuk 

kelancaran dan kualitas 

penyelenggaraan diklat 

serta mengembangkan 

program diklat 

unggulan 

1. PeryelenggaraanRapat 

Koordinasi, Bimtek 

Aparatur 

2. Pelaksanaan 

monitoring dan 

Evaluasi  

3. Pembuatan STTP, 

Buletin,/Pedoman 

4. Penyediaan Bahan 

Penunjang Kediklatan 

dan Bintek Aparatur 

5.Penyediaan Data 

Informasi Kediklatan 

 

 

1. Pengembangan 

Program dan 

Kerjasama 

Kelembagaan 

2. Pengembangan 

Penyelenggaraan 

Diklat Aparatur 

3. Tersedianya data 

Optimalisas hasil 

pelaksanaan Diklat 

dan Bintek 
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RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 
 

 

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

Rencana Program dan Kegiatan Badan Diklat Provinsi Banten untuk tahun 

2012-2017 diwarnai oleh beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Banten Tahun 

2012-2017, diantaranya: 

Pengembangan Konsep Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Provinsi Banten menjadi salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur 

Banten terpilih masa bhakti tahun 2012-2017. Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat mengatur beberapa 

hal yang berkaitan dengan tahap akselerasi untuk Pemantapan Kualitas 

Sumber Daya Manusia.  

Kegiatan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Banten terpilih yang dituangkan dalam bentuk prioritas kegiatan 

pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.. Untuk Badan Diklat 

Provinsi Banten, kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD 

Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 
5 
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Tabel 5.1 

Kegiatan Prioritas Badan Diklat Banten 

Berdasarkan RPJMD Tahun 2012-2017 

 

PROGRAM 

 

IDIKATOR 

PROGRAM 
NO NAMA KEGIATAN 

(1) (2)  (3) 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SDM 

APARATUR 

1. Rasio Penyelenggaraan 

Diklat dan Bintek 

Aparatur 

2. Rasio Ketersediaan 

Bahan Penunjang 

Kediklatan dan Bintek 

Aparatur 

1 Diklat Struktural bagi 

PNS Daerah 

2 Diklat Prajabatan Bagi 

CPNS Daerah Se-

Provinsi Banten 

3 Diklat Peningkatan 

Kompetensi Struktural 

Bagi PNS Daerah 

4 Diklat Teknis 

Penatausahaan Program 

5 Diklat teknis 

Penyelenggaraan 

Akuntabilitas Kinerja 

6 Diklat Peningkatan 

Kompetensi Sumber 

Daya Aparatur 

7 Diklat Manajemen 

Pemberdayaan Lembaga 

Pemda 

8 Pengembangan Program dan 

Kerjasama Kelembagaan 

9 Pengembangan 

Penyelenggaraan Diklat 

Aparatur 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS TATA 

KELOLA 

PEMERINTAHAN

1. Rasio Ketersediaan 

Dokumen 

Penatausahaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi Laporan 

1 Penyusunan  Laporan  

Kinerja Keuangan dan 

Neraca Aset 
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5.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM,KELOMPOK SASARAN DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 

 

Adapun Indikator Kinerja Program dan Kegiatanserta Kelompok Sasaran 

dan Pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan,sesuai dengan 

hasil verifikasi akhir  RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah 

sebagai berikut : 

DAERAH 

 

 

Keuangan 

 

2. Rasio Ketersediaan 

Dokumen 

Perencanaan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

 

2 Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

PERKANTORAN 

DAN KAPASITAS 

APARATUR 

 

 

1. Rasio Penyediaan 

Barang dan Jasa 

Adm, Perkantoran 

serta Pelayanan Tata 

Usaha Kerumah 

Tangaan 

2. Rasio 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi di 

Dalam dan Luar 

Daerah 

3. Rasio 

Pembangunan, 

Pengadaan, 

Pemeliharaan dan 

Rehabilitasi 

Prasarana dan 

Sarana Aparatur 

4. Rasio Pembinaan 

dan Peningkatan 

Pelayanan 

Administrasi 

 

1 Penyediaan Barang dan 

Jasa Perkantoran 

2 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Kantor 

3 Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran 

4 Peningkatan Kapasitas 

Aparatur 

PROGRAM  

PENYEDIAAN 

DATA 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Ketersediaan Data dan 

Informasi 

Pembangunan  

 Penyediaan Data 

Pembangunan 
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A. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR 

dengan kegiatan-kegiatan dan indicator kinerja : 

1) Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan 

dengan indikator kinerja : (1) Penyusunan/Penerbitan Majalah 

Diklat, (2) Manajen Standar Kediklatan, (3) Bintek Bagi Kepala 

Sekolah, (4) Monev Pasca Diklat Antar Lembaga Kab/Kota, (5) 

Rakor Anggota Mitra Praja Utama antar Lembaga se Jawa,-Bali-

Lampung, NTB, NTT dan (6) Assesment Bagi Aparatur. 

 

2) Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur  

dengan indikator kinerja : (1) Bintek Penyusunan kurikulum Silabi 

dan Modul Widyaiswara, (2)Penyusunan Kursil Dklat Penatausahaan 

Keuangan Daerah (3) Penyusunan Kuriulum Silabi Diklat 

Penyusunan Renja SKPD, (4) Penyusunan Kurikulum silabi diklat 

penyusunan Lakip SKPD (5)Penyusunan kursil dan modul 

kapabilitas kepemimpinan bagi kepala desa (6) Penyusunan Modul 

Diklat teknis keuangan berbasis akrual. 

 

3) Kegiatan Diklat Kapabilitas KepemimpinanBanten dengan 

indikator kinerja : (1) Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi 

Kepala Desa se Provinsi Banten, (2) Diklat Prajabatan bagi CPNS se 

Provinsi Banten, (3) Diklat Prajabatan Gol III dan Gol II, (4) 

Fasilitasi Pola Konstribusi Diklat Prajabatan GOL III dan II, (5) 

Penyusunan Laporan Kegiatan 

4). Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah dengan indikator 

kinerja : (1) Diklatpim Tk. III dan Diklat Tk IV, (2) Fasilitasi Pola 

Konstribusi Diklatpim Tk. III, (3) Fasilitasi Pola Konstribusi 

Diklatpim IV, (4) Penyusunan Laporan Kegiatan. 

5). Kegiatan Diklat Teknis Pentausahaan Program dengan indikator 

kinerja : (1) Diklat Teknis Training of Course (TOC), (2) Diklat 

Teknis Standar Akutansi Pemerintah (SAP),  (3) Diklat Teknis 

Pembuatan Karya Tulis Ilmiah, (4) Diklat Teknis Tata Naskah 
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Dinas, (5)Diklat Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP), (6) Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan dan (6) 

Diklat Teknis Keprotokolan. 

6). Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja 

dengan indikator kinerja : (1) Diklat Teknis Penusunan SOP, (2) 

Diklat teknis Pengadaan Barang/jasa pemerintah (Perpres 70/2012) 

(3) Diklat Teknis bendahara pengeluaran, (4) Diklat Teknis 

Penatausahaan Aset, (5) Diklat Teknis Operator Simda Keuangan, 

(6) Diklat Teknis sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan 

(7) Diklat Pembentukan auditor Ahli 

7).Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya,dengan 

indicator (1) Diklat ToT Peningkatab kompetensi kapasitas 

widyaiswara sistem pola baru, (2) Diklt Manajemen Pengembngan 

Wisata Daerah. (3) Diklat manajemen kearsipan (4) Diklt analisis 

kebutuhan diklat, (5) diklat manjemen rumah sakit daerah 

8). Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemda, 

dengan indicator kinerja : (1) Diklat Manajemen Puskesmas, (2) 

Diklat Manajemen Lurah, (3) Diklat Bidan Desa, (4) Diklat 

Mitigasi Bencana, (5) Fasilitasi Konstribusi Diklat Mitigasi 

Bencana/Damkar, (6) Fasilitasi Pola konstribusi Diklat Satpol PP 

pola 150 jam dan 100 jam (7) Diklat Manajeme Sekretaris Lurah, 

(8) Diklat Telaahan Staf dan (10) Diklat Anjab 

B. PROGRAM PENINGKATAN TATAKELOLA 

PEMERINTAHAN DAERAH, dengan kegiatan-kegiatan dan 

indiKator kinerja : 

1).Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca 

Aset dengan indikator kinerja : (1) Penyusunan Laporan Keuangan 

Badan Diklat, (2) Laporan Aset Badan Diklat, (3) Pengelolaan 
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Simda Keuangan Badan Diklat, dan (4) Penyusunan Laporan 

Kegiatan 

2). Kegiatan Pearencanaan Evaluasi dan Pelaporan dengan 

indikator kinerja : (1) Rapat koordinasi/Forum SKPD Bidang 

Kediklatan, (2)Forum Pelaporan Akhir Tahun (3) Penyusunan 

Dokumeb Tapkin Badan Diklat, (4) Penyusunan Finalisasi 

Dokumen LKPJ (5)Penyusunan Finalisasi LAKIP (6) Penyusunan 

Finalisasi Dokumen LPPD.(7) Penyusunan Dokumen Renja Badan 

Diklat, (8) Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD, (9) Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD,  (10) Penyusunan Dokumen 

RKA/RKAP/DPA SKPD, (11) Penyusunan draft Pergub tentang 

Kediklatan, (12) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

Barang/Jasa. 

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA 

PERKANTORAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 

APARATURdengan kegiatan-kegiatan dan indikator kinerja : 

1).Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan 

indikator kinerja : (1) Penunjang Kelembagaan Badan Diklat, (2) 

Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor, (3) Penyediaan Belanja Alat 

Listrik dan Elektronik (4) Penyediaan Belanja Alat Kebersihan dan 

Bahan Pembersih, (5) Penyediaan Belanja Bahan Bakar 

Minyak/Gas (6) Penyediaan Belanja Pengisian Tabung Pemadam 

Kebakaran, (7) Penyediaan Belanja Vandel, Plakat, Piala, 

Cenderamata.(8) Penyediaan belanja perangko, materai, dan benda 

pos laiinya (9) Konsultasi Dalam dan Luar wilayah Provinsi(10) 

Penyediaan belanja surat kabar/majalah, Penyediaan belanja telpon, 

(11) Penyediaan belanja pakaian, Penyediaan belanjana sewa 



60 

 

RENSTRA BADAN DIKLAT 2012 - 2017 

 

perlengkapan kantor (12) Penyediaan belanja makan dan minum 

rapat dan (13) Penysdiaan Belanja Air  

2). Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan 

indikator kinerja : (1) Belanja prngadaan alat olah raga, (2) Belanja 

Jasa Konsultasi (3) Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat, 

(4) Belanja Modal pengadaan Komputere (5) Belanja Modal 

pengadaan mebelair (6) Belanja modal pengadaan peralatan dapur 

dan rumah tangga, (7) Belanja modal pengadaan kursi kuliah (9) 

Belanja Modal pengadaan meja belajar (10) Belanja Modal 

pengadaan AC, (11) Belanja Modal Pengadaan jnstalasi Listrik dan 

telepon, (12), Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air, 

(13) Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik dan telepon(14) 

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bahan bangunan 

(15) Belanja Modal Pengadaan alat penyiram tanaman, (12) Belanja 

Modal Penataan Taman 

3).Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

dengan indikator kinerja : (1) Pemeliharaan gedung dan halaman, 

(2) Pemeliharaan kendaraan operasional, (3) Pemeliharaan barang 

inventaris kantor, dan (4) Penyusunan Laporan Kegiatan 

D. PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 

dengan kegiatan dan indikator kinerja : 

1).Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan 

indikator kinerja : (1) Pembuatan Informasi Kediklatan, (2) 

Pembuatan software/aplikasi sistem data base sertifikat peserta 

diklat, (3) Inventarisasi tenaga PPID (4) Pengelolaan Website 

Badiklat Provinsi Banten (5)Penyusunan Laporan Kegiatan. 

5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Rencana pembiayaan Program dan Kegiatan pada Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan 
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Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan hasil verifikasi 

akhir  RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 

1. Sumber dana untuk menjalankan Badan Diklat 2012-2017  berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, baik 

melalui biaya belanja ataupun pendapatan (Fasilitasi Pola Konstribusi dari 

Kab./Kota dilingkungan Provinsi Banten ataupun dari Provinsi lain di 

Indonesia);Pelaksanaan program dan  kegiatan dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; 

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang disebabkan karena adanya regulasi 

baru ataupun kebijakan pimpinan yang belum termaksuk di Renstra 

maka diusulkan Prioritas inisiatif kegiatan baru dengan kriteria adanya 

kebijakan Strategis / Pemerintah  berupa Undang-undang ataupun 

peraturan yang harus segera ditindaklanjuti 

2. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi ditingkat pelaksanaan 

dilakukan secara berjenjang mulai dari Sub Bidang/Bagian, 

Bidang/Sekretaris hingga tingkat Kepala Badan Diklat; 

3. Fungsi pengawasan dilakukan oleh aparatur dan lembaga pengawasan 

sedangkan pengendalian dan evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Badan Diklat; 

4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Diklat 2012-2017 dilakukan 

dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan 

tertulis secara periodik kepada Kepala Badan Diklat yang terintegrasi 

dengan LAKIP Badan Diklat. Pada akhir periode (tahun 2017) 

dilaksanakan evaluasi akhir Renstra Badan Diklat 2012-2017 yang 

merupakan eveluasi kinerja jangka menengah Badan Diklat sekaligus 

sebagai pertimbangan dalam penyiapan Renstra periode selanjutnya; 

5. Renstra Badan Diklat 2012-2017 disusun berdasarkan asumsi sesuai 

perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima 

tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat 
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serta membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan 

berbagai faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk 

hal-hal yang bersifat force majeur; 

6. Berdasarkan penentuan program dan kegiatan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan selain berindikator kinerja dan berkelompok sasaran 

diperlukan juga rencana dana indikatif sebagaimana tertuang dalam 

tabel 5.3 (terlampir) 
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INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

 

 

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Diklat, telah 

ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang 

tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu. Penetapan 

kinerja dilakukan secara berjenjang dari IKU (Indikator Kinerja Utama) di 

tingkat Kepala Badan Diklat, Kepala Bidang dan Sekretaris, Kepala Sub 

Bidang dan Sub Bagian dan Indikator Kinerja di tingkat pelaksana program 

dan kegiatan. 

 

Indikator Kinerja Utama Badan Diklat selaku pelaksana program Diklat 

Aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan fasilitasi program diklat pemerintah 

Kabupaten/Kota lingkup provinsi Banten adalah sebagai berikut mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD Banten 2012-2017 adalah sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja SKPD mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD 

NO 

INDIKATOR KINERJA SKPD 

MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TAHUN 0 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN DAN 

KERANGKA PENDANAAN (Rp x 000.000)  

KINERJA 

AKHIR 

RPJMD 

 

 

TAHUN 

1 

TAHUN 

2 

TAHUN 

3 

TAHUN 

4 

TAHUN 

5 

1. Rasio Penyelenggaraan Kediklatan 

dan Bintek Aparatur 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  

100 % 

 

2. Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang 

Kediklatan dan Bintek Aparatur 

 

 

100 % 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Jumlah :1 + 2  10.000. 11.075. 12.591. 14.041. 15.588. 63.295 

3. Rasio Dokumen Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan 

100 % 

 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  

100 % 

 

4. Rasio Dokumen Penatausahaan, 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

BAB 

6 
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Pengendalian dan Evaluasi Laporan 

Keuangan 

  

 Jumlah : 3 + 4  850. 942 1.071 1.194 1.325 5.382 

5. Rasio Penyediaan Barang/Jasa 

Administrasi Perkantoran serta 

Pelayanan Tata Usaha 

Kerumahtanggaan 

 

100 % 

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

100 % 

 

6. Rasio Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi di dalam 

dan di luar daerah 

 

100 % 

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

100 % 

 

7 Rasio Pembangunan, Pengadaan, 

Pemeliharaan, dan Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

 

100 % 

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

100 % 

 

8 Rasio Pembinaan dan Peningkatan 

Pelayanan Administrasi  

 

100 % 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

100 % 

 

 Jumlah : 5+6+7+8  5.835. 6.462 7.347 8.193 9.096 36.933 

9 Rasio Penyediaan dan 

Pengembangan Data dan Sistem 

Informasi Perencanaan, 

Pembangunan dan Pengelolaan 

Badan Diklat 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

   115. 128 145 16S2 180 730 

 TOTAL  16.800. 18.607. 21.160. 23.590. 26.189. 106.340 

 

Hubungan antara rumusan tujuan dan sasaran strategis sebagai bagian dari Rencana 

Strategis Badan Diklat Tahun 2012-2017 dengan penanggung jawab kegiatan di Badan 

Diklat Banten sebagai berikut: 

Tabel 6.2 

Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dengan Penanggung Jawab Kegiatan 

Badan Diklat 

    

NO TUJUAN SASARAN 

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  

SEKRET 
BIDANG  

LITBANG 

BIDANG 

DIKLAT 

MK 

BIDANG 

DIKLAT 

PPK 

BIDANG DIKLAT 

PENJENJANGAN 
KET 

2 

T1 S1 V  V  V  V  V  
 

2 

T2 S2 V  V  
    

3 

T3 S3  
 

V  V  V  
 

4 

T4 S4 V  V  V  V  V  
 

5 

T5 S5 V  V     
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Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Badan Diklat 2012-2017 organisasi 

penyelenggara sebagai berikut: 

Tabel 6.3 

Organisasi  

Penyelenggara Rencana Stratejik 
 

No Pejabat Pelaksana Kedudukan 

 

1 

 

Kepala Badan DiklatProvinsi 

Banten 

 

Penanggung Jawab Program/Pengguna 

Anggaran/Pengelola Pendiklatan 

2 Sekretaris, dan Para Kepala Bidang 

 

Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengelola Pendiklatan 

3 Para Kepala Sub Bagian/Bidang Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) 

Kegiatan/Penyelenggara Pendiklatan 

4 Para Staf Pelaksana Penyelenggara Pendiklatan 

5 Para Widyaiswara Fasilitator Pendiklatan 
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PENUTUP 
 

 
 

Review Renstra Badan Diklat Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang telah 

tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Badan Diklat Provinsi Banten pada setiap tahunnya dan dalam 

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-

masing. 

 

Namun meskipun demikian, Badan Diklat Provinsi Banten menyadari masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami 

mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, 

agar seluruh tujuan Visi Badan Diklat Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu: 

ñMewujudkan Badan Pendidikan dan Pelatihan yang Terpercaya dan Berdaya 

Saingò dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. 

 

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung 

pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam 

pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

 

Demikian Review Renstra Badan Diklat Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini 

disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan Visi 

Badan Diklat Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih 

terarah serta memperkuat hubungannya terhadap pencapaian Visi Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten sebagaimana Review RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. 

  

KEPALA 

BADANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 

 

 

 

ENDRAWATI 

  Pembina Utama Muda 

NIP. 1960 1014 1984032 004 

  

BAB 
7 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Jangka Menengah Tahun 2013-2017 
No Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
2 3 4 5 6 7 

1 
Rasio Penyelenggaraan Diklat 

dan Bintek 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Rasio Ketersediaan Bahan 

Penunjang Kediklatan dan 

Bintek Apartur 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 
Rasio Ketersediaan Dokumen 

Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 
Rasio Ketersediaan Dokumen 

Penatausahaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Laporan Keuangan  

100% 100% 100% 100% 100% 

5 
Rasio Penyediaan Barang dan 6 

Adm. Perkantoran serta 

Pelayanan, Tata Usaha Kerumah 

Tanggaan 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 
Rasio Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi di 

dalam dan luar Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 

7 
Rasio Pembangunan, 

Pengadaan, Pemeliharaan dan 

Rehabilitasi Prasarana dan 

Sarana Aparatur 

100% 100% 100% 100% 100% 

8 
Rasio Pembinaan dan 

Peningkatan Pelayanan, Tata 

Usaha dan Administrasi 

Kepegawaian 

100% 100% 100% 100% 100% 

9 
Ketersediaan Data dan Informasi 

Pembangunan 

100% 100% 100% 100% 100% 



68 

 

RENSTRA BADAN DIKLAT 2012 - 2017 

 

 


